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agaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Un-
dang-Undang PPN dilakukan dengan tata cara
sebagaimana diatur datam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini;
penanganan administrasi kegiatan ekstensifikasi
dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
penanganan permohonan pembetulan, keberatan,
pengurangan atau penghapusan sanksi adminis-
trasi, pengurangan atau pembatalan surat keteta-
pan pajak yang tidak benar, pengurangan atau
pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan
pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang di-
laksanakan tanpa penyampaian surat pemberita-
huan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir
hasil pemeriksaan dengan Waijib Pajak, perminta-
an surat uraian banding dan surat tanggapan dari
Pengadilan Pajak dilakukan dengan tata cara se-
bagaimana diatur dalam Lampiran X yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini;
penanganan administrasi dan pelaksanaan keg-
iatan intelijen dan pengamatan dilakukan dengan
tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini;
penanganan administrasi dan pelaksanaan Pemer-
iksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan oleh Kanwil sehubun-
gan dengan pemindahan Wajib Pajak yang semu-
la terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil Lama

am Lampiran All yang merupakan bagian Tida
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
penanganan administrasi dan pelaksanaan penag-
ihan dan pemberian angsuran atau penundaan
pembayaran pajak kepada Wajib Pajak dilakukan
dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lam-
piran Xlll yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
penanganan administrasi Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan diiakukan dengan tata cara seb-
agaimana diatur dalam Lampiran XIV yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini.

1" b Pasal 6
Dalam hal terdapat kegagalan atau kekeliruan

dalam proses migrasi data Wajib Pajak sehubungan
dengan pemindahan Wajib Pajak dari yang semula ter-
daftar pada KPP Lama ke KPP Baru maka penyelesa-
ian proses migrasi data Wajib Pajak dimaksud dilaku-
kan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Pasal 7
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2105)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.

bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No-
mor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja sudah

tidak sesuai dengan prosedur pelayanan ke-
selamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat
kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pe-
raturan Menteri tentang Perubahan Atas Pe-
raturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Ta-
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hun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Listrik di Tempat Kerja:

Mengingat :

' 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Penga-
wasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Re-
publik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4); :

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran- Negara Republik
indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Pembentukan Rancangan Undang-Undang, ‘Ran-
cangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden Serta Pembentukan Ranca-
ngan Peraturan Menteri di Kementerian Ketena-
gakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 411); g

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12
Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Listrik di Tempat Kerja (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-
TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
LISTRIK DI TEMPAT KERJA.

Pasal [

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ke-
selamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
540), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimal--
sud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2} dilakukan
oleh:

a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik

b. Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan: dar/
atau

¢. Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

{2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimak-
sud pada avat (1) dilakukan:

a. sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna;
b. setelah ada perubahan/perbaikan; dan
C. secara berkala.

(3) . Hasil pemeriksaan dan penguijian sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan
pertimbangan pembinaan dan/atau tindakan hu-
kum oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

Pasal [
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, meme
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengar
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1533

{ BN )
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